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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori keagenan (agency theory) merupakan basis teori yang 

mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori 

agensi ini pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada 

tahun 1976. Jensen dan Meckling (1976:17) menyatakan bahwa 

hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (agent) 

dengan investor (principal). Konflik kepentingan antara pemilik dan 

agent terjadi karena kemungkinan agent tidak selalu berbuat sesuai 

dengan kepentingan principal, sehingga memicu biaya keagenan 

(agency cost). 

Dalam teori agensi, agent diharuskan memberikan informasi 

yang rinci dan relevan kepada prinsipal. Namun, pada kenyataannya 

hal tersebut bukanlah hal yang mudah karena adanya perbedaan 

kepentingan antara agent dan prinsipal. Kepentingan prinsipal sebagai 

pemegang saham adalah untuk memperoleh pengungkapan informasi 

oleh agent mengenai keadaaan perusahaan secara relevan, tepat waktu, 

dan akurat sebagai dasar pembentukan keputusan. Namun di sisi lain, 

agent sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan kegiatan 

perusahaan tidak bergantung terhadap pengungkapan informasi 

tersebut dalam pembuatan keputusan (Mahendra, 2013). 
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Menurut Purwandari dan Purwanto (2012), dalam kerangka   

teori keagenan, terdapat tiga macam hubungan keagenan, yaitu: 1) 

hubungan keagenan antara manajer dengan pemilik, 2) hubungan 

keagenan antara manajer dengan kreditur dan 3) hubungan keagenan 

antara manajer dengan pemerintah. Hal ini berarti ada kecenderungan 

bagi manajer untuk melaporkan sesuatu dengan cara-cara tertentu  

dalam rangka memaksimalkan utilitas mereka dalam hal hubungannya 

dengan pemilik, kreditur maupun dengan pemerintah. Kelengkapan 

pengungkapan informasi harus setransparan mungkin sebagaimana 

yang dikehendaki dalam kontrak keagenan. 

Menurut Fachriyah (2011), mekanisme yang dapat dilakukan 

untuk mengatasi masalah keagenan atau perbedaan kepentingan antara 

kreditor (prinsipal) sebagai pemilik dana pinjaman dan pemilik 

perusahaan (agent) sebagai peminjam dana, alternatif terbaik yang bisa 

digunakan adalah harus dihasilkannya laporan yang terpercaya 

terhadap pengelolaan kegiatan operasional perusahaan. Laporan yang 

terpercaya tersebut diharapkan dapat menjembatani hubungan 

kepentingan antara kreditor dan pemilik perusahaan dengan jalan 

meminimalkan tingkat keterjadian asimetri informasi antar kedua 

belah pihak tersebut. Selanjutnya pihak yang seharusnya menghasilkan 

laporan yang terpercaya adalah pihak ketiga diluar kreditor dan 

pemilik perusahaan. Pihak ketiga tersebut adalah auditor independen 

yang terbebas dari masalah konflik kepentingan antara kreditor dan 



 
 
 

15 
 

pemilik perusahaan, karena menggunakan pihak ketiga yang 

independen dalam menghasilkan laporan yang bisa dipercaya dalam 

hal ini auditor eksternal, maka akan timbul biaya monitoring dalam 

bentuk biaya audit (fee audit). Jadi biaya audit yang merupakan bagian 

dari biaya monitoring tersebut merupakan besarnya imbal jasa yang 

diberikan kepada auditor terkait dengan pekerjaan pemeriksaan yang 

dilakukan untuk menghasilkan laporan yang bisa dipercaya (Fachriyah, 

2011). 

2. Independensi Dewan Komisaris 

a. Dewan Komisaris 

Menurut UU PT No 40, dewan komisaris adalah organ 

perseroan yang bertugas mengawasi pengawasan secara umum dan 

atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan memberi nasehat 

kepada direksi. Indonesia mengadopsi two tier system pada sistem 

hukumnya. Sehingga fungsi dari dewan komisaris dan dewan 

direksi terpisah.  

Menurut FCGI (Forum for Corporate Governance in 

Indonesia), dewan komisaris memegang peranan yang sangat 

penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan Good 

Corporate Governance. Menurut Egon Zehnder, dewan komisaris 

merupakan inti dari Corporate Governance yang ditugaskan untuk 

menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen 

dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya 
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akuntabilitas. Pada intinya, dewan komisaris merupakan suatu 

mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan 

petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Mengingat 

manajemen yang bertanggungjawab untuk meningkatkan efisiensi 

dan daya saing perusahaan. Sedangkan dewan komisaris 

bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen maka dewan 

komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan. 

(Egon Zehnder International, 2000 hal.12-13).  

Lebih lanjut tugas-tugas utama dewan komisaris dalam 

FCGI meliputi: 

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar 

rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan 

dan rencana usaha, menetapkan sasaran kerja, mengawasi 

pelaksanaan dan kinerja perusahaan, serta memonitor 

penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset.  

2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci 

dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu 

proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan 

adil. 

3.  Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada 

tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan 

komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan 

manipulasi transaksi perusahaan.  
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4. Memonitor pelaksanaan Governance, dan mengadakan 

perubahan di mana perlu. 

5. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi 

dalam perusahaan (OECD Principles of Corporate 

Governance.  

b. Komisaris Independen 

Komisaris independen merupakan anggota dewan 

komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan 

komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas 

dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat 

mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen atau 

bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. 

Definisi komisaris independen menuruut ketentuan 

Bapepam No. Kep-29/PM/2004, adalah anggota komisaris yang 

berasal dari luar emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai 

saham, baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau 

perusahaan publik, komisaris, direksi atau pemegang saham utama 

emiten atau perusahaan publik serta tidak memiliki hubungan 

usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan 

dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik. 

Keberadaan komisaris independen telah diatur Bursa Efek 

Jakarta melalui peraturan BEJ tanggal 1 juli 2000. Dikemukakan 

bahwa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus 
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mempunyai komisaris independen yang secara proporsional sama 

dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham minoritas 

atau bukan controlling shareholders. Dalam peraturan ini, 

persyaratan jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari 

seluruh anggota dewan komisaris. 

3. Independensi Komite Audit 

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang 

baik good corporate governance Bursa Efek Jakarta mewajibkan 

perusahaaan tercatat memiliki komisaris independen dan komite audit. 

Keanggotaan komite audit sekurang kurangnya tiga anggota dan 

seorang di antaranya komisaris independen perusahaan tercatat 

sekaligus menjadi ketua komite. Sebaliknya, pihak lain adalah pihak 

ekstern yang independen dan sekurang kurangnya salah seorang 

memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan keuangan (Suaryana, 

2005). 

a. Pengertian Komite Audit 

Pengertian komite audit menurut Komite Nasional 

Kebijakan Governance (2006) dalam Pedoman Umum Good 

Corporate Governance Indonesia yaitu: Komite audit adalah 

sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar 

untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-

tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan 
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klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam 

mempertahankan independensinya dari manajemen. 

b. Prinsip-Prinsip Komite Audit 

Komite audit ini diharapkan bisa mendorong penerapan 

prinsip-prinsip Good Corporate Governance (Independency, 

transparency, accountability and resposibility, and fairness) pada 

korporasi yang bersangkutan (Agustin, 2005). 

Prinsip independensi sangat difokuskan terutama pada 

terjaganya kualitas pelaporan keuangan perusahaan. Pentingnya 

independensi pada komite audit ditegaskan oleh Peraturan No. 

IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal 

(BAPEPAM) No. KEP-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 

tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit 

yang diringkas sebagai berikut: 

1. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor 

konsultan hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, 

jasa non audit dan jasa konsultasi lain kepada emiten atau 

perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu enam bulan 

terakhir sebelum diangkat oleh komisaris. 

2. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan 

tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin, atau 

mengendalikan kegiatan emiten atau perusahaan publik dalam 

waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris. 
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3. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung 

pada emiten atau perusahaan publik. 

4. Tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan usaha 

yang berkaitan dengan kegiatan emiten. 

5. Tidak bekerja sebagai komite audit pada perusahaan lain. 

c. Peran Komite Audit 

Komite audit mempunyai peran yang sangat penting dan 

strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan 

laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem 

pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya good 

corporate governance. Hal ini dikarenakan komite audit bertugas 

membantu dewan komisaris untuk memonitor proses pelaporan 

keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas 

laporan keuangan (Suaryana 2005). Tugas komite audit meliputi 

penelaahan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, 

penilaian pengendalian internal, dan penelaahan sistem pelaporan 

eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan (Suaryana, 2005). 

d. Tujuan dan Manfaat Pembentukan Komite Audit 

Tujuan dan manfaat dibentuknya komite audit menurut 

Effendi (2002) dalam Pedoman Pembentukan Komite Audit yang 

Efektif adalah: 
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1. Pelaporan Keuangan 

Meksipun direksi dan dewan komisaris bertanggungjawab 

terutama atas laporan keuangan dan auditor eksternal 

bertanggungjawab hanya atas laporan keuangan audit ekstern, 

komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses 

laporan keuangan dan audit ekstern. 

2. Manajemen Risiko dan Kontrol 

Meksipun dewan direksi dan dewan komisaris terutama 

bertanggungjawab atas manajemen risiko dan kontrol, komite 

audit memberikan pengawasan independen atas proses risiko 

dan kontrol. 

3. Corporate Governance 

Meksipun direksi dan dewan komisaris terutama 

bertanggungjawab atas pelaksanaan corporate governance, 

komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses 

tata kelola perusahaan. 

Keberadaan komite audit diatur melalui surat edaran Bapepam 

No. SE-03/PM/2000 bagi perusahaan publik dan Keputusan Menteri 

BUMN No. KEP-103/MBU/2002 bagi BUMN (Alison, 2010). Dalam 

pelaksanaan tugasnya, komite audit mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1. Membantu dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas laporan 

keuangan. 
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2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat 

mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam 

pengelolaan perusahaan dan membantu dewan komisaris untuk 

meningkatkan kualitas laporan keuangan. 

3. Meningkatkan efektifitas fungsi internal audit (SPI) maupun 

eksternal audit, serta 

4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan 

komisaris atau dewan pengawas.  

Tugas dan tanggung jawab komite audit juga dipertegas 

melalui Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-41/PM/2003 yang 

menyebutkan bahwa komite audit bertugas untuk memberikan 

pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan keuangan atau hal-

hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, 

mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris, 

dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan 

komisaris. Keberadaan komite audit independen serta memiliki 

keahlian dalam bidang akuntansi dan keuangan merupakan sinyal 

persepsi kredibilitas dan kualitas laba perusahaan yang lebih baik 

(Suaryana, 2005). 

4. Kompensasi CEO 

Sistem kompensasi dalam organisasi harus dihubungkan 

dengan tujuan dan strategi organisasi tetapi kompensasi juga menuntut 

keseimbangan antara keuntungan dan biaya pengusaha dengan harapan 
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para karyawan. Biaya kompensasi ini haruslah pada tingkat yang 

memastikan adanya efektivitas perusahaan maupun pemberian imbalan 

yang layak bagi seluruh karyawan untuk kemampuan, keterampilan, 

pengetahuan dan pencapaian kinerja mereka. Biaya kompensasi 

merupakan biaya yang signifikan dalam kebanyakan organisasi. 

Program kompensasi dalam organisasi harus memiliki empat tujuan 

berikut ini (Mathis & Jackson, 2002). 

a. Terpenuhinya sisi legal, dengan segala peraturan dan hukum yang 

sesuai. 

b. Efektivitas biaya untuk organisai. 

c. Keseimbangan individual, internal dan eksternal untuk seluruh 

karyawan. 

d. Dan peningkatan keberhasilan kinerja organisasi. 

Kompensasi adalah faktor penting yang mempengaruhi 

bagaimana dan mengapa orang-orang bekerja pada suatu organisasi 

dan bukan pada organisasi lainnya. Perusahaan harus cukup kompetitif 

dengan beberapa jenis kompensasi untuk memperkerjakan, 

mempertahankan dan memberi imbalan terhadap kinerja setiap 

individu di dalam organisasi. 

Terdapat dua filosofi kompensasi mendasar yang dapat dilihat 

sebagai titik berlawanan dari suatu garis lurus (Mathis & Jackson, 

2002). 
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a. Orientasi kelayakan  

Filosofi kelayakan dapat dilihat di banyak organisasi yang secara 

tradisional telah memberikan kenaikan otomatis kepada karyawan 

setiap tahun. Lebih jauh lagi, kebanyakan karyawan menerima 

persentase kenaikan yang sama atau hampir sama setiap tahunnya. 

Pengusaha dan manajer yang menjalankan filosofi kekayaan ini 

percaya bahwa karyawan yang bekerja untuk satu tahun lagi layak 

untuk mendapatkan kenaikan gaji pokok dan seluruh program 

insentif serta bonus juga harus tetap berjalan dan dinaikkan, 

dengan mengabaikan perubahan kondisi ekonomi dan industri yang 

ada. Biasanya kenaikan gaji merujuk pada kenaikan biaya hidup, 

apakah mereka itu terkait secara spesifik dengan indikator ekonomi 

atau tidak. 

b. Orientasi kinerja 

Jika filosofi kinerja ini diikuti, tidak seorang pun yang dijamin 

akan mendapatkan kompensasi dengan hanya menambahkan satu 

tahun lagi dalam melayani perusahaan. Gaji dan insentif 

didasarkan pada perbedaan kinerja di antara seluruh karyawan. 

Karyawan yang berkinerja baik akan mendapatkan kenaikan 

kompensasi yang lebih besar. Bonus dibayarkan berdasarkan 

kinerja individu, kelompok, dan/atau kinerja organisasi. 

Paket kompensasi eksekutif menjadi topik yang ramai 

dibicarakan di pertengahan dasawarsa 1990-an. Banyak perusahaan 
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khususnya yang besar, mengadministrasikan kompensasi eksekutif 

secara agak berbeda dibandingkan dengan kompensasi untuk karyawan 

di tingkat yang lebih rendah. Seorang eksekutif biasanya adalah 

seorang yang berada pada posisi dua tingkat teratas dalam perusahaan, 

seperti direktur utama, wakil direktur utama, direktur, manajer 

eksekutif termasuk di dalamnya komisaris utama dan komisaris. 

Paket kompensasi eksekutif pada dasarnya berisi hampir sama 

dengan paket kompensasi karyawan pada umunya yaitu terdiri dari 

komponen gaji pokok, gaji variable (bonus tahunan, insentif jangka 

panjang dan penghasilan tambahan) serta tunjangan, yang paling 

membedakan adalah adanya jenis kompensasi khusus yang tidak 

diterima oleh karyawan yaitu kompensasi dalam bentuk opsi saham. 

Perusahaan di negara maju seperti Amerika Serikat tidak asing lagi 

menggunakan program kompensasi opsi saham kepada para 

direksinya, di Indonesia sendiri perkembangan paket kompensasi 

eksekutif yang didalamnya berisi opsi saham belum banyak diadopsi 

dan begitu juga dengan pengungkapan detail kompensasi eksekutif 

yang belum memadai sehingga menyulitkan untuk dapat diperoleh 

informasi mengenai detail dasar paket kompensasi eksekutif 

khususnya untuk jenis kompensasi opsi saham. 

Program kompensasi eksekutif yang dirancang dengan baik 

dapat memacu pertumbuhan kinerja perusahaan melalui dua cara, yang 

pertama kompensasi dapat membantu perusahaan menarik orang-orang 
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yang memiliki bakat yang tepat dalam tugas dan tanggung jawab 

tertentu guna mendorong pertumbuhan perusahaan, kemudian yang 

kedua yaitu dengan penempatan posisi kepemimpinan yang tepat, 

rancangan rencana insentif dapat memperkuat strategi pertumbuhan 

melalui pengukuran kinerja dan tujuan-tujuan tertentu yang 

mempengaruhi pertumbuhan perusahaan dan unit usaha, selain itu 

sistem kompensasi yang efektif dapat menekan laju perputaran 

manajemen (management turnover) yang disebabkan oleh kinerja 

manajemen yang buruk karena tidak puas dengan kompensasi yang 

diterima.  

Terdapat dua tujuan dengan diterapkannya sistem kompensasi 

eksekutif seperti berikut ini (Mathis & Jackson, 2002:187): 

a. Memastikan bahwa paket total kompensasi untuk para eksekutif 

adalah kompetitif diabadingkan dengan paket kompensasi di 

perusahaan lain yang mungkin mempekerjakan mereka. 

b. Mengkaitkan keseluruhan kinerja perusahaan selama periode 

waktu tertentu dengan kompensasi yang dibayarkan kepada para 

eksekutif. 

Sistem kompensasi eksekutif global umunya terbagi atas dua 

hal yaitu gaji tahunan ditambah dengan stock option (opsi saham) atau 

bonus yang bersifat jangka panjang. Besar nominalnya relatif. Gaji 

direksi memang tak terstruktur sebagaimana gaji karyawan lainnya, 

besarnya gaji eksekutif perusahaan tergantung pada besarnya kecilnya 
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perusahaan ataupun standar yang berlaku secara umum. Sistem 

kompensasi dalam organisasi harus dihubungkan dengan tujuan dan 

strategi organisasi namun kompensasi haruslah berada pada tingkat 

yang memastikan adanya efektivitas perusahaan maupun pemberian 

imbalan yang layak bagi seluruh karyawan untuk kemampuan, 

keterampilan, pengetahuan, dan pencapaian kinerja mereka. 

Inti dari sebagian besar program kompensasi eksekutif adalah 

pemikiran bahwa para eksekutif harus diberikan imbalan jika 

keuntungan dan nilai perusahaan bertambah selama beberapa tahun 

(Mathis & Jackson, 2002:187). Agar kompensasi manajemen eksekutif 

menjadi suatu sistem yang dapat memotivasi para eksekutif untuk 

bekerja giat meningkatkan kinerja perusahaan yang pada akhirnya 

adalah agar sesuai dengan tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan 

keuntungan para pemegang saham, maka pada umunya program 

kompensasi disusun terstruktur berdasarkan pada kinerja yang berhasil 

dicapai pada tahun yang bersangkutan dan pertumbuhan perusahaan 

pada beberapa tahun operasional. 

5. Kompleksitas Usaha  

Kompleksitas terkait dengan kerumitan transaksi yang ada di 

perusahaan. Kompleksitas operasi klien merupakan variabel penting 

dalam menentukan besarnya fee audit. Kompleksitas operasi 

perusahaan dapat menyebabkan biaya audit yang lebih tinggi karena 

pekerjaan audit yang dibutuhkan lebih banyak sehingga waktu yang 
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diperlukan akan semakin banyak dan secara otomatis biaya yang lebih 

tinggi akan dibebankan kepada klien (Cameran, 2005).  

Menurut Widiasari (2009), variabel kompleksitas sebagian 

besar adalah perusahaan menengah besar yang hampir memiliki 

masalah kerumitan transaksi. Oleh sebab itu, penelitian ini 

menggunakan cabang perusahaan sebagai indikator kompleksitas, 

mengingat kompleksitas jasa audit yang diberikan yang merupakan 

ukuran rumit atau tidaknya transaksi yang dimiliki oleh klien kantor 

akuntan publik untuk diaudit. Pernyataan tersebut dikuatkan oleh 

Akinpelu, et.al (2013) yaitu bisnis dengan operasi diversifikasi seperti 

cabang dan operasi di luar negeri lebih rumit, sehingga pekerjaan audit 

juga sulit. Kelompok perusahaan dengan banyak anak cabang 

dikaitkan dengan pekerjaan ekstra yang dilakukan oleh auditor dalam 

memeriksa laporan keuangan konsolidasi yang pada akhirnya 

menyebabkan biaya audit menjadi lebih tinggi.  

6. Manajemen Laba 

Manajemen laba (earning management) adalah tindakan 

manajemen dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan 

memanfaatkan kelonggaran pemilihan metode akuntansi, dengan 

tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Earning management 

merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas 

laporan keuangan (Setiawati, 2000). 
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Menurut Scott (2000) ada beberapa hal yang memotivasi 

seorang manajer untuk melakukan manajemen laba antara lain: 

1. Alasan bonus (bonus scheme) 

Adanya asimetri informasi mengenai keuangan perusahaan 

menyebabkan pihak manajemen dapat mengatur laba bersih untuk 

memaksimalkan bonus mereka.  

2. Kontrak utang jangka panjang (debt covenant) 

Semakin dekat perusahaan kepada kreditur, maka manajemen  

akan cenderung memilih prosedur yang dapat memindahkan laba 

periode mendatang ke periode berjalan. Hal ini bertujuan untuk 

mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami kegagalan dalam 

pelunasan utang 

3. Motivasi politik (political motivation) 

Perusahaan besar yang menguasai hajat hidup orang banyak akan 

cenderung menurunkan laba untuk mengurangi visibilitasnya, 

misalnya dengan menggunakan praktik atau prosedur akuntansi, 

khususnya selama periode dengan tingkat kemakmuran yang 

tinggi. 

4. Motivasi pajak (taxation motivation) 

Salah satu insentif yang dapat memicu manajer untuk melakukan 

rekayasa laba adalah untuk meminimalkan pajak atau total pajak 

yang harus dibayarkan perusahaan. manajer akan membayar pajak 

serendah mungkin dengan cara meminimalkan laba. Dengan 



 
 
 

30 
 

begitu, perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang harus 

dibayarkan kepada pemerintah. 

5. Pergantian CEO (change of chief executive officer) 

Banyak motivasi yang muncul saat terjadi pergantian CEO. Salah 

satunya adalah pemaksimalan laba untuk meningkatkan bonus  

pada saat CEO mendekati masa pensiun. Pada sisi yang berbeda, 

CEO juga berusaha meningkatkan kinerjanya untuk menghindari 

pergantian CEO oleh pemilik perusahaan dengan cara   

meningkatkan laba jika penilaian kinerja berdasarkan laba. CEO 

yang dinilai baik oleh pemilik perusahaan akan diberikan bonus 

(reward), sedangkan manajer yang kinerjanya kurang baik akan 

diganti oleh pemilik perusahaan (punishment). 

6. IPO (initial public offering) 

Perusahaan yang baru pertama kali menawarkan harga pasar 

sehingga terdapat masalah bagaimana menetapkan nilai saham 

yang ditawarkan. Oleh karena itu, informasi laba bersih dapat 

digunakan sebagai sinyal kepada yang akan go public cenderung 

melakukan manajemen laba untuk memperoleh harga lebih tinggi 

atas saham yang akan dijualnya. 

Selanjutnya Pambudi (2013) menyatakan bahwa manajemen 

laba terjadi ketika manajemen menggunakan keputusan tertentu  

dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi-transaksi yang 

mengubah laporan keuangan, hal ini bertujuan untuk menyesatkan 
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para stakeholders tentang kondisi kinerja ekonomi perusahaan, serta 

mempengaruhi penghasilan kontraktual yang mengendalikan angka 

akuntansi yang dilaporkan. 

Manajemen dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui 

pengungkapan informasi tambahan dalam laporan keuangan. Akan 

tetapi, peningkatan pengungkapan laporan keuangan akan   

mengurangi asimetri informasi sehingga peluang bagi manajemen 

untuk melakukan manajemen laba menjadi semakin kecil. Perusahaan 

yang melakukan manajemen laba akan mengungkapkan lebih sedikit 

informasi dalam laporan keuangan agar tindakannya tidak dapat 

terdeteksi. Manajemen laba muncul sebagai dampak masalah 

keagenan yang terjadi karena adanya ketidakselarasan kepentingan 

antara pemegang saham (principal) dan manajemen perusahaan 

(agent). 

Menurut Salno dan Baridwan (2000) pihak prinsipal 

termotivasi mengadakan kontrak untuk menyejahterakan dirinya  

dengan profitabilitas yang selalu meningkat, sedangkan agent  

termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi 

dan psikologinya, antara lain dalam hal memperoleh investasi, 

pinjaman, maupun kontrak kompensasi. Dan perusahaan dengan 

tingkat manajemen laba yang tinggi lebih cenderung untuk membayar 

fee audit yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang 

memiliki tingkat manajemen laba yang rendah (Pambudi, 2013) 
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7. Fee Audit 

Fee merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atas 

jasa audit laporan keuangan oleh auditor eksternal yang besarnya 

bervariasi tergantung dari faktor-faktor dalam penugasan audit. Iskak 

(1999) mendefinisikan fee audit sebagai hororarium yang dibebankan 

oleh akuntan publik kepada perusahaan auditee atas jasa audit yang 

dilakukan akuntan publik terhadap laporan keuangan. 

Berdasarkan surat keputusan ketua umum Institut Akuntan 

Publik Indonesia pada tanggal 2 juli 2008 No. KEP.24/IAPI/VII/2008 

mengenai kebijakan penentuan fee audit dimana surat tersebut 

digunakan sebagai pedoman bagi seluruh anggota Institut Akuntan 

Publik Indonesia dalam menentukan besarnya imbalan yang wajar atas 

jasa profesional yang mereka berikan sebagai akuntan publik.   

Dijelaskan dalam surat keputusan mengenai penetapan fee 

audit yang harus dipertimbangkan oleh akuntan publik adalah: 

a. Kebutuhan klien 

b. Tugas dan tanggungjawab menurut hukum 

c. Independensi  

d. Tingkat keahlian dan tanggungjawab yang melekat pada pekerjaan 

yang dilakukan, serta tingkat kompleksitas pekerjaan. 

e. Banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan 

oleh akuntan publik dan sifatnya menyelesaikan pekerjaan. 

f. Basis penetapan fee yang disepakati. 
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Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya fee audit 

yaitu: 

a. Besar kecilnya auditee 

b. Lokasi Kantor Akuntan Publik (KAP) 

c. Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). 

B. Hipotesis Penelitian 

1. Hubungan antara Independensi Dewan Komisaris dengan Fee 

Audit 

Komisaris independen yang terpisah dari pihak manajemen 

mempunyai tanggungjawab utama untuk mengawasi kinerja 

manajemen. Dewan komisaris yang lebih independen akan menuntut 

kualitas yang lebih tinggi dari auditor eksternal, sehingga 

menyebabkan biaya audit yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan 

bahwa perusahaan dengan struktur governance yang kuat cenderung 

mencari jasa audit dengan kualitas yang lebih tinggi untuk melindungi 

nama baik perusahaan dan melindungi kekayaan pemegang saham. 

Kualitas audit yang lebih tinggi menuntut fee audit yang lebih tinggi 

pula (Rizqiasih, 2010). 

Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan 

dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih obyektif, 

independen, menjaga keterbukaan serta mampu memberikan 

keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan 
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perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas 

(Prastuti, 2013). 

Penelitian Rizqiasih (2010), Wibowo (2012), dan Prastuti 

(2013) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh 

positif terhadap fee audit. Sedangkan penelitian putri dan utami (2014) 

menunjukkan bahwa dewan komsaris independen memiliki pengaruh 

negatif terhadap fee audit. Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan 

hipotesis: 

H1: Independensi Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap fee 

audit  

2. Hubungan antara Independensi Komite Audit dengan Fee Audit  

Menurut penelitian Sehrish Rustam et al., (2013) anggota 

komite audit independen secara signifikan berhubungan dengan tingkat 

fee audit, konsisten dengan argumen bahwa komite audit melengkapi 

pekerjaan auditor eksternal dalam monitoring manajemen. Hasil 

tersebut konsisten dengan penelitian Abbot et al., (2003) dan Dillian 

(2007) menunjukan adanya pengaruh positif signifikan independensi 

komite audit (komite audit yang berasal dari luar perusahaan) terhadap 

fee audit eksternal. Carcello dan Neal (2000) juga mengamati 

hubungan positif yang signifikan antara audit komite independen dan 

biaya audit.  

Komite audit juga dapat menuntut tambahan prosedur audit di 

luar rencana audit awal untuk mengungkap terjadinya manipulasi dan 
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risiko pada perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa independensi 

komite audit menuntut tingkat yang lebih besar dari kepastian audit 

dan berpotensi memberikan dukungan kuat bagi auditor selama 

lingkup negosiasi dengan manajemen. Hal ini pada akhirnya dapat 

mengakibatkan fee audit yang lebih tinggi (Abbot et. al., 2003).  

Rizqiasih (2010) dan Ardianingsih (2013) menemukan bahwa 

Komite Audit Independen memiliki pengaruh yang positif signifikan 

terhadap fee audit. Hal ini dikarenakan komite audit yang independen 

aktif menuntut kualitas audit yang lebih tinggi berkaitan dengan 

perhatian yang besar terhadap kerugian moneter maupun hilangnya 

nama baik akibat kesalahan dalam pelaporan keuangan. Sehingga 

kualitas audit yang tinggi menuntut fee audit yang tinggi pula. 

Sedangkan penelitian Wibowo (2012) dan Prastuti (2013) 

menunjukkan bahwa Komite Audit Independen tidak berpengaruh 

signifikan terhadap fee audit. Dari uraian di atas maka dapat 

dirumuskan hipotesis:    

H2 : Independensi Komite Audit  berpengaruh positif  terhadap fee 

audit. 

3. Hubungan antara Kompensasi CEO dengan Fee Audit  

Kompensasi yang diberikan terhadap CEO dapat berasal dari 

bonus, Kompensasi intensif ini pada dasarnya dirancang untuk 

menyelaraskan manajer dan kepentingan pemegang saham. Karena 

kesejajaran dalam kepentingan manajer dan pemegang saham, manajer 
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yang diharapkan akan kurang terlibat dalam manipulasi penghasilan. 

Bonus ini diberikan manager dengan insentif untuk melakukan 

kegiatan mereka dalam cara yang baik, yang mengakibatkan lebih 

rendah jumlah audit fee yang dibayarkan kepada auditor eksternal 

untuk jasanya (Sehris Rustam, et al. 2013).  

Hasil penelitian Sehrish Rustam (2013) menunjukkan bahwa 

kompensasi insentif tidak sesuai dalam pengganti upaya audit dalam 

mendisiplinkan manajemen perusahaan. Oleh karena itu, kompensasi 

insentif CEO hanya menyelaraskan kepentingan manajer dan 

pemegang saham dalam perusahaan tetapi tidak menyebabkan 

peningkatan atau penurunan biaya audit. 

Sedangkan penelitian Healy (1985) memberikan bukti bahwa 

bonus berdasarkan pendapatan tahunan kemungkinan meningkatkan 

manajer akan mengelola penghasilan secara obyektifitas demi 

penghargaan bonus mereka. Auditor eksternal mengharapkan bahwa 

manajer memiliki proporsi besar pada kompensasi tahunan mereka 

dalam bentuk rencana bonus. Para manajer tergoda untuk 

memanipulasi penghasilan untuk meningkatkan bonus mereka, yang 

mengakibatkan peningkatan fee audit. Oleh karena itu semakin besar 

bonus atau kompensasi yang diterima oleh CEO, maka fee audit yang 

dibayarkan kepada auditor eksternal semakin besar. Berdasarkan 

uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis: 

H3: Kompensasi CEO berpengaruh positif terhadap fee audit. 
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4. Hubungan antara Kompleksitas Usaha dengan Fee Audit 

Kompleksitas dalam usaha menurut Cameran (2005) adalah 

terkait dengan kerumitan transaksi yang ada di perusahaan. Kerumitan 

perusahaan dapat berasal dari banyaknya anak perusahaan, banyaknya 

cabang maupun adanya operasi bisnis di luar negeri. Banyaknya anak 

perusahaan akan meberikan tugas yang kompleks pada auditor dalam 

melakukan proses  audit, sehingga akan membutuhkan waktu yang 

lebih lama dan biaya yang lebih besar.  

Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Hazmi (2013) yang menghasilkan kesimpulan bahwa jumlah anak 

perusahaan berpengaruh secara positif terhadap fee audit. Halim dalam 

Nugrahani (2013) juga menggunakan anak perusahaan dalam 

penelitiannya dan menemukan hasil yang signifikan terhadap fee audit. 

Semakin kompleks klien, semakin sulit untuk mengaudit dan akan 

membutuhkan waktu yang lebih lama pula. Hal tersebut berakibat pada 

fee audit yang semakin tinggi. Berdasarkan uraian di atas, dapat 

dirumuskan hipotesis: 

H4: Kompleksitas usaha berpengaruh positif terhadap fee audit. 

5. Hubungan antara Manajemen Laba dengan Fee Audit 

Manajemen laba cenderung digunakan oleh perusahaan salah 

satunya guna menghindari pajak yang besar. Perusahaan dengan  

tingkat manajemen laba yang tinggi lebih cenderung untuk membayar 

fee audit yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang 
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memiliki tingkat manajemen laba yang rendah (van Cameghem, 2009). 

Perusahaan membayar fee audit lebih tinggi karena jasa auditor dalam 

mengaudit laporan keuangan yang digunakan sebagai alat monitor 

bagi stakeholders.  

Perusahaan dengan tingkat manajemen laba yang lebih tinggi 

cenderung untuk berusaha menutupi praktik manajemen laba yang 

dilakukan manajemen dengan cara membyarakan biaya audit yang 

lebih tinggi kepada auditor, agar auditor tersebut tetap memberikan 

opini yang baik atas laporan keuangan perusahaan tersebut. Selain itu 

adanya praktik manajemen laba juga akan meningkatkan kompleksitas 

audit yang dilkukan auditor sehingga memakan waktu audit yang lebih 

banyak, dan akan dibebankan sebagai salah satu sayarat kerja auditor 

tersebut. Ghosh (2010), juga menyatakan bahwa perusahaan dengan 

tingkat manajemen laba yang lebih tinggi cenderung membayar fee 

audit lebih besar dibandingkan perusahaan yang tingkat manajemen 

labanya lebih rendah. Oleh karena itu semakin tinggi tingkat 

manajemen laba perusahaan semakin besar pula fee audit yang 

dibayarkan perusahaan tersebut. Berdasarkan uraian diatas dapat 

dirimuskan hipotesis: 

H5: Manajemen laba berpengaruh positif terhadap fee audit. 
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C. KERANGKA PEMIKIRAN 

Dari uraian pemikiran tersebut diatas dapat diperjelas secara skematis 

digambarkan seperti pada gambar dibawah ini: 

 

Variabel Independen 

 

 H1 (+) 

 

 H2 (+)    

 Variabel Dependen 

  

  

 H4 (+) 

 

 H5 (+) Variabel   Kontrol 
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